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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa; 

 Jaminan akan perlindungan dan penegakan  hak asasi manusia merupakan salah 

satu unsur yang harus dapat dipenuhi oleh negara. Hal tersebut bahkan secara 

tegas diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar 

konstitusi negara Republik Indonesia. Perlindungan yang dilakukan oleh 

pemerintah di bidang hak asasi manusia juga berarti melakukan perlindungan 

terhadap hak asasi perempuan. Sebagai salah satu kelompok paling rawan 

menjadi korban pelanggaran HAM, tentu diperlukan perhatian khusus dari 

pemerintah bagi perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia.  

 Kehadiran dua lembaga yang bergerak dibidang perlindungan terhadap hak 

asasi perempuan yakni Komnas Perempuan serta Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat saling bahu membahu 

untuk mewujudkan perlindungan yang berjalan baik serta efektif. Selain itu 

pembuatan regulasi-regulasi di bidang hak asasi perempuan juga diharapkan 

dapat menjadi formula yang saling melengkapi untuk membuat perlindungan 

semakin berjalan dengan baik. Namun apabila melihat dari statistik yang dirilis 

oleh Komnas Perempuan, angka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan 

terus menunjukan tren negatif dimana setiap tahunnya selalu terlihat terjadinya 

kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.  

Jumlah peningkatan yang selalu signifikan setiap tahunnya tentu dapat diartikan 

sebagai kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pihak yang seharusnya dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi 

perempuan dapat berjalan dengan baik. Atau hal ini dapat diartikan bahwa 

kurangnya sinkronisasi antara Komnas Perempuan serta Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penegakan hak asasi 

perempuan di Indonesia. 
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 Dari segi kerjasama antar lembaga negara, terdapat ketimpangan dalam 

hubungan antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hanya 

bersifat koordinatif. Hal ini disebabkan lemahnya posisi Komnas Perempuan 

jika  dalam pola kerjasama yang sifatnya koordinasi dengan pihak kementerian. 

Lemahnya posisi Komnas Perempuan sendiri merupakan hasil dari akumulasi 

lemahnya Komnas Perempuan secara kelembagaan. Selain itu pola kerjasama 

ini akan dapat menjamin keefektifan penegakan hak asasi perempuan hanya 

apabila kedua lembaga terkait mau menyingkirkan ego sektoral atau ego 

kelembagaan masing-masing dan mau terbuka akan pemikiran dari lembaga 

lainnya.  

Namun dalam dinamika berorganisasi tentu bisa saja timbul konflik antara 

Komnas Perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Terdapat dua cara penyelesain apabila sampai terjadi 

konflik antar kedua lembaga ini. Pertama dengan cara musyawarah mufakat, 

bernegosiasi hingga sampai dititik konklusi yang dapat disetujui kedua belah 

pihak. Yang kedua ialah mengajukan proses judicial review ke Mahkamah 

Agung apabila terkait dengan konflik diranah kebijakan. Walaupun cara 

pertama merupakan langkah terbaik yang seharusnya didorong agar tidak 

menimbulkan perpecahan dikemudian hari. Selain itu diperlukan perbaikan pola 

hubungan antara kedua lembaga dimana dalam perbaikan tersebut dijelaskan 

secara terperinci yurisdiksi dan kewenangan kedua lembaga tersebut di bidang 

perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan sehingga kedua belah pihak 

dapat bekerja dengan berdasarkan pada SOP yang telah disepakati secara 

bersama. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah: 

 Memperjelas kedudukan dan pola kerjasama antara Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Komnas 

Perempuan dalam bidang perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan 

di Indonesia. 

 Menambah dan memperluas kewenangan serta yurisdiksi dari Komnas 

Perempuan terutama di bidang perlindungan hak asasi perempuan yang 

selama ini dirasa kurang dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 

perlindungan perempuan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan salah 

satu cara yakni memperbaharui landasan hukum dari Komnas Perempuan 

yang hingga saat ini masih setingkat Peraturan Presiden. 

 Membentuk Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Hak Asasi 

Perempuan yang mana di dalamnya mengatur tentang yurisdiksi dan 

kewenangan Kementerian serta Komnas Perempuan agar terciptanya 

keharmonisan antara kedua lembaga ini dan bermuara pada kefektifan 

perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. 
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